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TOLERANSI PERSPEKTIF PIAGAM MADINAH
Oleh: Erman
(Dosen Fakultas Syariah dan limu Hukum UIN Suska Riau)

Abstrak
This article analyzes about k erukunan lives people get religion in Madinah’s Charter.
In that Madinah’s Charter is managed about relationship among people gets religion,
ethnical and islandic different one. A marked differences available within fellow being don't
be made reasons for mutually differentiates mutually between they. Mark sense that difference
Just intent that they can mutually know. Mark sense that difference just intent that they can
all those are equation principle that exist in Madinah'’s Charter.

Keywords: Toleransi, Piagam Madinah

Pendahuluan

Islam adalah agama komperhensif. Syari’atnya mampu mengatur kehidupan
umat manusai dari berbagai aspek. Mulai dari aspek hubungan manusia dengan
Tuhan, lingkungan, maupun dalam asepk hubungan manusia dengan sesamanya.'
Tidak ada satupun persoalan yang terlupa atau terlewatkan dalam zash al Quran
dan Sunnah Nabi. Termasuk persoalan yang berkaitan dengan politik dan
kepemimpinan.

Diskursus mengenai politik dan kepemimpinan merupakan wacana yang tak
pernah lepas dari pembicaraan para ahli. Topik pembicaraan biasanya senantiasa
berkisar seputar masalah negara, sistem pemerintahan, sosok penguasa dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan. Dalam istilah yang lebih teknis politik
adalah upaya untuk mencapai, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.
Dalam politik juga dibicarakan berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan
aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan,
kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan
cita-cita yang hendak dicapai

Perbincangan Politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan
kaum muslimin. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang
integrative selalu muncul ditengah-tengah kelangsungan suatu Negara. Konsepsi
tersebut berupaya merefleksikan usaha pencarian landasan intelektual bagi fungsi
negara sebagai faktor instrumental dalam memenuhi kepentingan masyarakat baik
lahir maupun batin.
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Berdasarkan perspektif pemikiran politik Islam Sunni klasik, agama dan politik
(negara) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan bagaikan saudara kembar
yang lahir dari satu ibu. Bahkan keduanya merupakan satu kesatuan yang bersifat
organis.”

Studi politik hukum Islam (a/ siyasab al syariyah) dimulai dari terbangunnya
kesadaran sejarah yang menjadi sumber munculnya gagasan yang bermacam-macam
schubungan dengan otoritas politik dalam Islam. Kenyataan ini berkembang secara
berangsur-angsur yang bermula dari cksplorasi dan renungan atas praktik politik
dalam Islam yang mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak
dan moral serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan masyarakat.

Negara dan pemerintahan pertama yang dikenal dalam Islam adalah Negara
Madinah. Kajian terhadap negara dan pemerintahan ini dapat diamati dengan
menggunakan dua pendekatan.yaitu; perfama, pendekatan normatif Islam yang
menckankan pada pelacakan nash-nash al Quran dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan
adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka a/ siyasab al
gyar’iyal; kedua, pendekatan deskriptif-historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang
dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas-tugas negara dan pemerintahan.
Hal ini diukur dari sudut pandang teori-teori politik dan ketatanegaraan.*

Diakui oleh sebagian pemikir teori politik Islam bahwa eksistensi negara dan
pemerintahan pada masa Rasulullah sudah terbentuk. Terbentuknya negara dan
pemerintahan Madinah berimplikasi terhadap perkembangan penganut Islam yang
menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca
periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW.

Pada awal periode Mekkah pengikut Nabi relatif kecil. Jumlahnya belum
menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka
merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas. Mereka tidak mampu
tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas
kekuasaan aristokrat Quraisy yang masyarakatnya homogen.

Setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di
Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik. Kedudukan mereka kuat dan
dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru
dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Daerah kekuasaannya di
akhir zaman Nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di
Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga
mempunyai sifat Kepala Negara.

Diantara kebijakan-kebijakan Nabi sebagai Kepala Negara adalah menerbitkan
Piagam Madinah yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat di Madinah,
termasuk pengaturan mengenai toleransi dan kehidupan umat beragama di Madinah.
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Islam Periode Mekkah dan Madinah

Secara umum, perkembangan Islam pada zaman Nabi dibagi dalam dua periode,

yakni periode Mekkah dan Madinah.

1.

Periode Mekkah

Periode ini dimulai sejak Nabi mendapatkan wahyu hingga hijrah ke
Madinah. Karakteristik utama pada periode ini adalah penanaman pondasi
kehidupan sebuah masyarakat dengan landasan ‘agidab faubid. 1andasan ini
dapat dilihat dari wahyu yang turun dalam kelompok ayat-ayat Makkiyah.’

Fase dakwah Makkiyah dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu; pertama, dakwah
secara sembunyi-sembunyi selama 3 (tiga) tahun; £edwa, dakwah dengan terang-
terangan dimulai sejak tahun ke-4 Kenabian hingga akhir tahun ke-10 Kenabian.;
dan ketiga, tahapan dakwah di luar Mekkah dan penyebarannya yang dimulai
dari tahun ke-10 Hijriyah hingga hijrahnya Nabi ke Madinah.

Jika dilihat dari marbalah dakwah sirriyab dan jabriyah di kota Mekkah, maka
persoalan yang paling ditentang oleh orang kafir Quraish adalah dakwah Nabi
Muhammad yang tak henti-hentinya mengkritik kedudukan sesembahan orang-
orang Quraisy, hingga mengancam eksistensi mereka, baik secara individu
maupun sosial. Inilah yang menyita fikiran Parleman Kafir Quraish di Darun
Nadwah guna mencari cara melenyapkan dakwah tersebut. Akhirnya mereka
berkesimpulan, Muhammad harus dibunuh.

Petsoalan ‘agidal secara sensitif memang menyinggung banyak kalangan
Arab Jahiliyah. Namun dari persoalan inilah Nabi memulai risatahnya. Beliau
faham betul bahwa tidak mungkin mendirikan sebuah tatanan kemasyarakatan
yang monumental untuk sepanjang sejarah, jika tidak dimulai dengan sesuatu

yang esensial vaitu ’agidab.

Landasan peraturan (migham) kehidupan bermasyarakat di dalam Islam
terletak pada ’agidah. ’A-éfﬁ“irmaupakaﬂ sentral péiniriran dan prilaku manusia
dimana darinya ia dibangun dan ditegakkan. Wajibnya sebuah tatanan kéhid-upgg
menjadikan ’egidah Islam sebagai landasannya tidak bisa dihindari. Tidaklah
Allah SWT mengutus setiap Rasul-Nya kepada manusia kecuali seluruhnya

memulai gerakan dan memfokuskan diri pada pembangunan ’agidab yang shahih.
Allah berfirman, QS. Al Anbiya’[21];25:

if

(£ 080 B NIt V01t (o £ N1 U sl e 205 L WL

Artinya: Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kani
wahyukan kepadanya: “Babwasanya tidak ada Tuban (yang hak) melainkan aku,
Maka sembablah olehmu sekalian akan aku”. © (QS. al Anbiya’[21];25)
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Al Thabary dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus
oleh Allah sebelum Nabi Muhammad dengan kitab-kitab yang mereka bawa
seluruhnya bermuara pada suatu pokok risalah, yaitu perintah untuk men-
tauhid-kan Allah dan tndak menyekutukannya. Para Nabi itu menjelaskan bahwa
sesembahan yang memiliki Jag untuk diibadahi dengan benar adalah Allah.
Peribadahan yang diperuntukkan kepada selain-Nya merupakan kebathilan.”

Tokoh mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalam kitabnya Kasyf«
al Sububat fi al Tauhid menjelaskan, bahwa yang dimaskud dengan fawbid dalam
dakwah para Nabi dan Rasul adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Bukan
sekedar meyakini akan keberadaan Allah saja.

Sebagaimana Nabi, ketika diutus kepada kaumnya yang telah melakukan
berbagai bentuk ibadah seperti haji, bersedekah, berdzikir, dan bentuk
peribadahan lainnya akan tetapi mereka masih menjadikan sebagaian dari
makhluk Allah sebagai perantara untuk berfagarrub kepada-Nya. Maka
kedudukan diutusnya Nabi atas mereka adalah sebagai Rasul yang memperbaiki
kembali agama nenek moyang beliau yaitu Ibrahim ASS®

Inilah ‘agidalh yang menjadi pondasi setiap para Nabi dan Rasul dalam
membangun masyarakatnya. Ini artinya, baik mereka yang diutus ke dunia
sebagai rakyat biasa seperi Nuh, Idris, Ibrahim, Musa, Isa atau mereka yang
diberikan anugrah kerajaaan seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain-lain,
seluruhnya menggunakan ‘agidah tauhid sebagai landasan membangun
masyarakat dan pemerintahan. - B

Pada periode ini ada beberapa catatan sejarah menarik yang mencerminkan
kegiatan dakwah Nabi sebagai seorang visioner sehubungan dengan
pembentukkan masyarakat ber- ‘agidal sebagai cikal bakal pemerintahan Islam,
}'H.ltll:

a. Memban gun markas ; nal, farbiyah da;‘l_pcngkadcran di rumah Arqam

bin Abil Arqam al Makhzumi. Ini adalah tempat dimana Nabi menyampaikan
Islam secara lebih mendalam kepada para sahabat serta pembicaraan lainnya
menyangkut strategi dan perjuangan dakwah Islam.

b. Nabi menunjukkan ketegaran luar biasa dalam menolak setiap tawaran
‘damai’ untuk tidak lagi menyebarkan ajarannya.’

c. Nabi mencoba melakukan invansi dakwah ke Habasyah dengan mengutus
sejumlah sahabat dibawah pimpinan sahabat Ja’far bin Abi Thalib ra. Meski
diterima oleh Raja Najasi, namun kondisi disana tidak memungkinkan untuk
dikembangkan dakwah secara lebih agresif melihat kondisi internal kerajaan
yang dikelilingi oleh Rabi-rabi Nashrani yang memegang kuat kepalsuan
‘agidab-nya. Sementara raja tak mampu manampakkan keislamannya.
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Selama empat tahun disana, sahabat yang berjumlah 38 orang, tidak
mendapatkan pengaruh jumlah yang signifikan dari penduduk setempat
untuk menerima dakwah Islam. Inilah yang membedakan Madinah dengan
Habasyah

d. Nabi melihat Tha'if sebagai daerah alternatif. Ketika itu Tha’if merupakan
basis strategi bagi pemerintahan Quraisy. Bahkana gabilah Quraisy pernah
berupaya untuk merangkul Tha’if ke pangkuannya. Mereka juga pernah
masuk ke Wadi Waj karena di Wadi Waj itu banyak terdapat lahan
perkebunan dan pertanian. Qabilah Quraisy khawatir terhadap suku Tsaqif,
lalu mereka bersekutu dengan Bani Tsaqif serta dimasukkan juga ke dalam
sekutu Bani Dhaus. Dahulu, mayoritas orang Kaya Mekkah memiliki
kekayaan di Tha’if. Mereka menghabiskan musim panas di sana. Tha’if
adalah tanah Arab yang paling subur dan menjadi perhatian. Namun pada
episode ini, dakwah di negeri ini tidak mendapat sambutan baik, justeru
sebaliknya Nabi mendapat kecaman dan perlakuan sangat buruk.

e. Mengadakan strategi dakwah ke kota Madinah melalui  bai'ah' sebanyak
dua kali yakni ‘4gabab Pertama (Syugra) dan Bai'ah Kedua (Kubra).

2. Periode Madinah

Periode Madinah ditandai dengan momentum hijrahnya Nabi hingga beliau
wafat. Pada periode ini, Nabi telah membangun sebuah sistem pemerintahan
baru dimana unsur-unsur Negara modern (pendududuk, wilayah, dan
pemerintahan berdaulat/hukum) terpenuhi.

Bahkan dapat dipastikan bahwa berdasarkan nash al Quran, al Sunnah,
referensi kitab Sirah Nabawiyah dan referensi kontemporer lainnya, bahwa Nabi
telah mendirikan bentuk Negara Islam (Dawlah Islamiyah) di Madinah.

Al Mawardi misalnya berpendapat, bahwa jika telah ada sekelompok orang
yang menegakkan pemerintahan dan dengannya ia mengurusi kehidupan kaum
muslimin maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya (fadbu kifayabh).
Namun jika tidak, maka harus ada dua pihak yaitu, perfama dewan pemilih
yang bertugas memilih imam bagi umat, dan &edua, dewan imam yang bertugas
mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam."

Para pakar sejarah modern telah membaca aktifitas Nabi pasca hijrah
merupakan pekerjaan besar yang mengundang decak kagum. Karena dalam
waktu yang relative singkat, Nabi mampu membalik seluruh keadaan di Jazirah
Arab menjadi bagian-bagian yang harus tunduk kepada ajaran Islam

Hijrah Nabi ke kota Madinah merupakan momentum besar untuk
menjadikan Islam tersebar begitu cepat ke suluruh Jazirah Arab. Bahkan setelah
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itu ia mampu tersebar keseluruh umat-umat lainnya dengan cepat. Pristiwa ini
tidak ditemukan dalam sejarah yang semisal dengannya.

Toleransi dalam Piagam Madinah

Bentuk-bentuk a/ siyasah al syari'ah pada zaman Nabi dimulai sejak Nabi pindah
ke Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah. Umat Islam mulai hidup
bernegara di Yatsrib atau Madinah ini. Untuk pertama kali lahir satu komunitas
Islam yang bebas, merdeka dibawah pimpinan Rasulullah.

Adapun kebijakan Nabi ketika sampai di Madinah yang mana merupakan
bentuk dari suatu proses a/ siyasah al syari’ah dapat dilihat dari kebijakan beliau
sebagai berikut:

1. Pembentukan Sahifah (Piagam) Madinah

Belum cukup dua tahun pindah ke Madinah, Nabi memproklamirkan suatu
sabifah (piagam) yang mengatur kehidupan dan hubungan antara berbagai macam
komunitas masyarakat yang ada di kota Madinah yang plural dan heterogen.
Piagam tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah.

Menurut Munawir Syadzali, banyak pemimpin dan pakar ilmu politik Islam
yang beranggapan bahwa Piagam Madinah merupakan konstitusi atau undang-
undang dasar Negara Islam yang pertama, dan yang didirikan oleh Nabi di
Madinah. Oleh karena itu, kata beliau, tela’ahan yang seksama atas piagam itu
menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang terhadap hubungan antara
Islam dan ketatancgaraan."

Begitu urgen dan sigfnifikannya eksistensi Piagam Madinah sebagai dasar
dalam pembentukan negara di Madinah dan dalam mengatur berbagai komunitas
yang sangat heterogen di Madinah, berikut ini penulis paparkan secara utuh isi
dari Piagam Madinah tersebut yang dikutip secara lengkap dari buku Islm dan
Tata Negara tulisan Munawir Syadzali sebagai berikut:

el To'j" ?Tﬁfﬁﬂ

Dengan menyebut nama Allabh_yang Maba Pemurah lagi Maba Penyayang

(01)Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah,
mewakili pthak kaum muslimin yang terdiri dari warga Quraisy dan warga
Yatsrib serta para pengikutnya, yaitu mereka yang beriman dan ikut serta
berjuang bersama mereka.

(02) Kaum muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup
berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.

(03) Kelompok Mubhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap
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memegang teguh prinsip akidah, mereka bahu membahu membayar denda
vang perlu dibayarnya. Merecka membayar dengan baik tebusan bagi
pembebasan anggota yang ditawan.

(04) Bani ’Auf tetap dengan tetap memegang teguh pada prinsip akidah, mereka
bahu membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok dengan
baik dan adil membayar tebusan bagi pembebasan bagi warganya yang
ditawan.

(05) Bani al Harits (dari warga al Khazraj) dengan teguh memegang prinsip
akidah, mereka bahu membahu membayar dendan pertama mereka. Setiap
kelompok membayar dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya
yang tertawan.

(06) Bani Sa’idah dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar
dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya yang tertawan.

(07) Bani Jusyam dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar
dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya yang tertawan.

(08) Bani Annajjar, dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar
dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya yang tertawan.

(09) Bani Amr bin ’Auf dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar
dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya yang tertawan.

(10) Bani Annabit, dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar
dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya yang tertawan.

(11) Bani AlAuz, dengan teguh memegang prinsip akidah, mereka bahu
membahu membayar denda pertama mereka. Setiap kelompok membayar
dengan baik dan adil tebusan bagi pembesan warganya yang tertawan.

(12) a. Kaum muslimin tidak membiarkan sescorang muslimin yang dibebani

dengan uang atau dengan beban keluarga. Mereka memberi bantuan
dengan baik untuk membayar keperluan atau dendan.

b. Seorang muslimin tidak akan bertindak tidak senonoh terhadap sekutu
(tua atau hamba sahaya) muslim yang lain.

(13) Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk
mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari
kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan
di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak
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terhadap yang bersangkutan sungguhpun ia anak muslim sendiri.

(14) Seorang Muslim tidak diperbolehkan membunuh seorang Muslim lain untuk
kepentingan orang kafir, dan tidak diperbolehkan pula menolong orang
kafir dengan merugikan orang Muslimin.

(15) Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka
yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam
pergaulannya dengan pihak lain, adalah perlindungan bagi orang muslim
yang lain,

(16) Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan
hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan
makar yang merugikan.

(17) Perdamaian bagi Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan
mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim dalam perjuangannya
menegakkan agama Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan.

(18) Keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara
bergiliran.

(19) Seorang muslim, dalam rangka menegakkan agama Allah menjadi pelindung
bagi muslim yang lain disaat menghadapi hal-hal yang mengancam
keselamatan jiwanya.

(20) a. Kaum muslimin yang taat berada dalam petunjuk yang baik dan benar.
b. Seorang musyrik tidak diperbolehkan melindungi harta dan jiwa orang

Quraisy dan tidak diperbolehkan mencegahnya untuk berbuat sesuatu
merugikan seorang muslim.

(21) Seorang yang ternyata berdasarkan bukti-bukti yang jelas membunuh
seorang muslin, wajib digishah (dibunuh) kecuali bila wali terbunuh
memaafkannya. Dan semua kaum muslimin mengindahkan pendapat wali
terbunuh. Mereka tidak diperkenankan mengambil keputusan kecuali
dengan mengindahkan pendapatnya.

(22) Setiap muslim yang telah mengakui perjanjian yang tercantum dalam daftar
perjanjian ini dan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak
diperkenankan membela atau melindungi prilaku kejahatan (kriminal) dan
barang siapa yang membela atau melindungi orang tersebut, maka ia akan
mendapat laknat dan murka Allah pada hari akhirat. Mereka tidak akan
mendapat pertolongan dan tebusannya dianggap tidak sah.

(23) Bila kami sekalian berbeda pendapat dalam suatu hal, hendaklah
perkaranya diserahkan kepada (ketentuan) Allah dan Muhammad.

(24) Kedua pihak, kaum muslimin dan kaum Yahudi berkerjasama dalam
menanggung pembiayaan dikala mereka melakukan perang bersama.
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(25) Sebagai satu kelompok, Yahudi Bani ’Auf hidup berdampingan dengan
kaum muslimin. Kedua pihak memiliki agama masing-masing. Demikian
pula halnya dengan sekutu dan diri masing-masing, Bila diantara mereka
ada melakukan aniaya dan dosa dalam hubungan ini maka akibatnya akan
ditanggung oleh diri dan warganya sendiri.

(26) Bagi kaum Yahudi Bani Annajjar berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Yahudi Bani *Auf.

(27) Bagi kaum Yahudi Bani al Harits berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Bani "Auf.

(28) Bagi kaum Yahudi Bani Sa’idah berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Yahud Bani ’Auf.

(29) Bagu kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Yahudi Bani *Auf.

(30) Bagi kaum Yahudi Bani al Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku
bagi kaum Bani ’Auf.

(31) Bagi kaum Yahudi Bani Tsalabah berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Yahudi Bani Auf. Barangsiapa yang melakukan aniaya
atau dosa dalam hubungan ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri
dan warganya sendiri.

(32) Bagi warga Jafnah, sebagai anggota Bani Tsalabah berlakuakn berlaku
ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum Bani Tsalabah.

(33) Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani ’Auf. Dan bahwa kebijakan itu berbeda dengan
perbuatan dosa.

(34) Sekutu (hamba sahaya) Bani Tsalabah tidak berbeda dengan Bani Tsalabah
itu sendiri.

(35) Kelompok-kelompok keturunan Yahudi tidak berbeda dengan Yahudi itu
sendiri.

(36) Tidak dibenarkan seseorang menyatakan keluar dari kelompoknya kecuali
mendapatkan izin dari Muhammad. Tidak diperbolehkan melukai
(membalas) orang lain yang melebihi kadar perbuatan jahat yang telah
diperbuatnya. Barangsiapa yang membunuh orang lain sama dengan
membunuh diri dan keluarganya, terkecuali orang itu melakukan aniaya.
Sesungguhnya Allah memperhatikan ketentuan yang paling baik dalam
hal ini.

(37) Kaum Yahudi dan Kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing,
Kedua bela pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi
pihak yang memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui
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piagam perjanjian ini. Kedua bela pihak juga saling memberikan saran dan
naschat dalam kebaikan tidak dalam perbuatan dosa.

(38) Seseorang tidak dipandang berdosa karena dosa sekutunva. Dan orang
yang teraniaya akan mendapatkan pembelaan.

(39) Daerah-daerah Yatsrib terlarang, perlu dilindungi dari setiap ancaman untuk
kepentingan penduduknya.

(40) Tetangga itu seperti halnya diri sendiri, selama tidak merugikan dan tidak
berbuat dosa.

(41) Sesuatu kehormatan tidak dilindungi kecuali atas izin vang berhak atas
kehormatan itu.

(42) Sesuatu peristiwa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang
menyetujui piagam ini dan dikuatirkan akan membahayakan kehidupan
bersama harus diselesaikan atas ajaran Allah dan Muhammad sebagai
utusan-Nya. Allah akan memperhatikan isi perjanjian yang kalian dapat
memberikan perlindungan dan kebajikan.

(43) Dalam hubungan ini warga yang berasal dari Quraisy dan warga lain yang
mendukungnya tidak akan mendapatkan pembelaan.

(44)  Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi pihak lain
yang melancarkan serangan terhadap Yatsrib.

(43) a. Bila mereka (penyerang) diajak untuk berdamai dan memenuhi ajakan
itu serta melaksanakan perdamaian tersebut maka perdamaian tersebut
dianggap sah. Bila mercka mercka mengajak damai seperti itu, maka
kaum muslimin wajib memenuhi ajakan serta melaksanakan perdamaian
tersebut, selama serangan yang dilakukan tidak menyangkut masalah
agama.

b. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai
dengan fungsi dan tugasnya.

(46) Kaum Yahudi Aus, sekutu (hamba sahaya) dan dirinya masing-masing
memiliki hak sebagaimana kelompok-kelompok lainnya yang menyetujui
perjanjian ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan semestinya
dari kelompok-kelompok tersebut. Sesungguhnya kebajikan itu berbeda
dengan perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggungjawab atas setiap
perbuatan yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian yang
paling murni dan paling baik.

(47) Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya
dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik yang sedang berada di
Madinah maupun sedang berada diluar Madinah kecuali orang yang berbuat
aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan
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menghindari keburukan."

Mubammad Rasulnllah SAW

Menurut Munawir Syadzali, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh
Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat
majemuk di Madinah adalah:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan
satu komunitas.

2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota
komunitas Islam dengan anggota-anggota komunitas lain didasarkan atas
prinsip bertetangga dengan baik, saling membantu dalam menghadapi musuh
bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan
menghormati kebebasan beragama.'®

Satu hal yang perlu dicatat, kata Munawir Syadzali, bahwa piagam Madinah,
yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam
yang pertama ini tidak menyebut agama negara.'®

Bila dianalisis isi Piagam Madinah di atas, maka biqg_ _ditgr,m;km_‘a.gbeﬁﬁa——— ==
kebijakan Nabi, yang menurut hemat penulis, me‘rupakan al siyasab al syar'iyah
vang berkaitan dengan ketatanegaraan, —antara lain bisa dilihat dari beberapa
aspek berikut:

a. Aspek kerukunan hidup umat beragama. Dalam Piagam Madinah nampak
jelas, bahwa walaupun ada pengakuan terhadap perbedaan antara sesama
manusia dari segi teks dalam perbedaan jenis kelamin, warna kulit (ras),
sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, keterampilan,
kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, tingkat
ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, namun sebagai manusia
mereka tetap diakui sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama.
Perbedaan-perbedaan yang nyata ada di antara sesama manusia tidak
dijadikan alasan untuk saling membedakan satu sama lain di antara mereka.
Adanya perbedaan-perbedaan itu justeru bertujuan agar mereka dapat saling
mengenal. Semua itu adalah prinsip persamaan yang terdapat dalam Piagam
Madinah, yaitu prinsip persamaan unsur kemanusiaan yang menyatakan
bahwa seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-umat
yang mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosial (Pasal 25-35).
Walaupun demikian peranan agama tetap diakui. Agama turut menentukan
setiap aspek lingkungan. Tanpa agama manusia tidak akan bisa hidup lebih
sempurna. Hal itu berkaitan secara mendasar dalam hakikat kehidupan
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manusia, bahwa ada sesuatu yang sangat alami pada diri manusia yang sering
disebut naluri atau fitrah untuk beragama.

Aspek politik. Hal ini dapat dilihat dalam hal pertahanan dan keamanan
yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama yang
ditetapkan dalam Piagam Madinah antara lain pada Pasal 24, 37, 38, dan
44, yang secara umum diberlakukan kepada seluruh warga Madinah.

- Aspek sosial-budaya dan ekonomi. Kehidupan sosial-budaya dan ekonomi
dimulai dari kehidupan masyarakat yang terkecil yaitu tetangga. Hubungan
ketetanggaan telah ditetapkan dalam Pasal 40 Piagam Madinah. Hubungan
baik dengan tetangga yang berlainan agama pernah dicontohkan Nabi
Muhammad SAW. Ketika menyembelih kambing, beliau tidak melupakan
bagian untuk tetangganya yang beragama Yahudi.

. Aspek hubungan Pemerintah dengan umat beragama. Sebagai Kepala
Negara, Nabi tidak pernah bersikap diskriminatif. Keadilan Nabi tersebut
setidaknya disimbolkan oleh keputusannya tentang supremasi hukum, Nabi
pernah menegaskan: “Sekalipun seandainya Fatimah (putri belian) mencuri, tetap
akan dipotong tangannya”. Terhadap seluruh warga negara (umat beragama)
yang terdiri dari berbagai latar belakang bangsa, etnis (suku) dan agama,
mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama sebagai umat yang satu,
Dalam arti kata, mereka adalah sama dihadapan hukum negara,

. Aspek hubungan dengan orang musyrik. Pada Pasal 20 disebutkan bahwa:

“Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang
Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang
mukmin”. Penyebutan orang musyrik dalam Piagam Madinah berarti orang
musyrik pun berhak hidup dalam masyarakat yang dibangun oleh Nabi.
Mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. Kepada mereka
disampaikan dakwah tanpa disertai paksaan. Dalam kenyataannya, selama
Nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan
semata-mata karena perbedaan agama/ Termasuk dengan orang-orang
musyrik sekalipun. Semua tindakan kekerasan dan perang dilakukan karena
pengkhianatan politik orang-orang musyrik Madinah yang tidak ada yang
diperangi karena menyembah berhala. Memang ada beberapa kelompok
nomad pagan yang dipatahkan kekuatannya, namun bukan karena musyrik,
tetapi karena membunuh muballigh Nabi yang diutus untuk mengajarkan
agama. Peperangan yang terjadi berkali-kali dengan kaum musyrik Quraisy
Mekkah juga disebabkan oleh sikap permusuhan mereka. Bukan karena
agama mercka.”” Amnesti umum yang diberikan Muhammad SAW kepada
warga Mekkah sesudah Mekkah dikuasai, merupakan bukti bahwa Nabi
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tidak memerangi kemusyrikan namun memerangi merecka yang
memusuhinya. Kaum Mmusyrikin Madinah dan sekitarnya pada umumnya
mengambil sikap yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Kaum
musyrikin Madinah dan sekitarnya secara berangsur-angsur masuk Islam.
Sedang yang belum masuk Islam, pada umumnya tidak mengambil sikap
memusuhi Islam dan kaum muslimin. Pada waktu Madinah dikepung pasukan
gabungan (a/-Abzab), seorang pemuda kaum musyrikin bernama Nu’aim
Ibn Mas’ud masuk Islam. Ia menyatakan sikap melaksanakan tugas dari
Muhammad SAW selaku panglima perang bagi kemenangan kaum muslimin.
Ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.
Dalam kiprah mempertahankan Madinah dari serangan musuh itu, kaum
Musyrikin Madinah bahu membahu bersama kaum muslimin. Perang 4hzab
atau perang Khandaq tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Data tersebut
menunjukkan bukti terwujudnya hidup berdampingan dan kerja sama yang
baik antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Madinah. Mereka bersatu
dengan kaum muslimin dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan
musuh'®,

f. Piagam Madinah dari satu sisi sama dengan kontrak sosial,'” dimana suatu
negara terbentuk apabila terjadi masyarakat sekaligus peserta-pesertanya
sekelompok orang dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
Pada Piagam Madinah seluruh kelompok-kelompok yang ada di kota
Madinah tercantum dan terikat dengan perjanjian tersebut.?

2. Posisi Sebagai Kepala Negara di Madinah

Setibanya Nabi di Madinah, beliau disepakati secara kolektif oleh kaum
muslimin sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Peran Nabi sebagai pemimpin
spiritual juga secara bersamaan menempati posisi sebagai pemimpin politik.
Indikasi-indikasi yang dapat dijadikan tolak ukur diantaranya Nabi adalah
pemegang tertinggi keputusan. Hukum-hukum yang menyangkut hubungan
antara manusia dengan Allah dan antara sesama manusia baik sesama muslim
maupun non muslim diputuskan berdasarkan hukum yang dibawa oleh Nabi
berdasarkan ketetapan dari al Syar’ (Allah).

Salah satu ayat yang menunjukkan keputusan hukum ada di tangan Nabi
adalah firman Allah SWT, QS, al Ahzab[33]; 36:
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Artinya: Dan fidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu
ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yvang lain) tentang urusan mereka. dan
barangsiapa mendurbakai Allah dan Rasul-Nya Maka sunggublab dia telah sesat,
sesat yang myata.”' (QS, al Ahzab[33]; 36)

Abuya Hamka dalam tafsirnya .4/ .4zhar menjelaskan bahwa surat al Ahzab
ini merupakan surah Madaniyah. Dinamakan al Ahzab (kelompok) karena surat
ini memuat cerita tentng sekelompok musuh-musuh Allah dan Rasul yang
hendak menghancurkan Islam yang sedang tumbuh dengan baik di kota
Madinah. Mereka adalah orang-orang Kafir Quraisy baik di dalam maupun di
luar kota Makkah dan sekelompok Yahudi licik.*

Suatu kenyataan lain bahwa Rasul berposisi sebagai Kepala Negara dapat
dilihat dari penerapan hukum, baik perdata maupun pidana yang menyangkut
hubungan kemasyarakatan. Semua persoalan tersebut dikembalikan kepada
Nabi. Seperti persoalan hukum zina, minum khamar, murtad, gishash, budcd,
hirabah (terorisme) dan lain-lain tidak diberikan kewenangannya secara personal
kepada para sahabat, kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Hal
itu sepreti yang diperintahkan Nabi kepada sahabat Mu’az bin Jabal ketika
diutus ke Yaman sebagai gadhi untuk menyampaikan Islam dan memutuskan
perkara dengan al Quran, al Sunnah dan bers#had dengan dasar keduanya.®

. Menjadikan Masjid sebagai Pusat Pemerintahan dan Informasi

Ketika itu, selain sebagai tempat ibadah, zarbiyah, masjid juga sebagai tempat
Nabi untuk membicarakan hal-hal strategis dan politis terkait dengan hubungan
diplomatik antar wilayah (penerimaan delegasi), invansi dan pertahanan. Bahkan
masjid juga sebagai tempat dimana tawanan-tawanan perang dimukimkan,
sehinggga mereka melihat etika kehidupan Nabi dan para sahabat yang
kemudian tidak sedikit dari mereka menerima Islam.

Masijid juga sebagai tempat mukim orang-orang fakir yang memiliki
keinginan keras belajar Islam seperti ashab al suffah, tempat latihan militer dan
persiapan tempur, tempat pengadilan dan sengketa, pengobatan para korban
perang, dan lain-lain. Bahkan dalam pandangan Sidi Gazalba, masjid telah
mengubah gemeinschaft (bentuk hubungan antar manusia) Arab yang berasaskan
kesukuan menjadi gemeinschaft Negara Islam.*

Sejumlah hadits yang menyebutkan wajibnya shalat berjamaah lima waktu
bagi kaum muslimin menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat 7badah mahdhah.
Hadits-hadits yang menyebutkan khutbah-khutbah Nabi, nasihat-nasihat di pagi,
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sore dan malam hari di masjid menunjukkan fungsi masjid sebagai tempat
tarbiyabh.

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang musyawarah Nabi ketika hendak
berperang di sejumlah peperangan vang Nabi ikuti kebanyakan diadakan di
masjid diikuti oleh para sahabat senior dan sahabat-sahabat lainnya. Kisah
tentang tawanan perang dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal yang
kemudian masuk Islam dalam tiga kali jengukan Nabi di Masjid Nabawi.”

Sa’ad bin Muazh dalam perang Khandak terluka akibat serangan panah
dari Habban bin Qais bin al Ariqah yang mengakibatkan urat dilengannya
putus dan dirawat di Masjid Nabawi. Sementara itu, delegasi-delegasi
perundingan damai yang pernah diterima Rasulullah banyak terjadi pada tahun
ke 9 Hijriyah. Diantaranya utusan dari Tha’if dua tahun sebelum Nabi wafat.
Utusan Bani sa’ad dipimpin Dimam bin Tsa’lab yang kemudian masuk Islam.
Utusan dari Kristen Najran terdiri dari enam orang. Utusan dari Bani Thayyi
Ady bin Hatim yang kemudian masuk Islam. Beberapa utusan penyair yang
datang secara kasar di dalam Masjid Nabawi berasal dari Bani Tamim dan
Thaif, dan lain-lain.

. Mengatur dan Membangun Ekonomi

Nabi mengatur dan membangun perekonomian masyarakat Madinah dengan
sistem zakat, infaq maupun shadaqah yang didistribusikan berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang diberlakukan syari’at seperti firman Allah SWT dalam
QS. al Taubah[9]; 60, 103, dan QS. al Hajj; 41, sebagai berikut:
a. QS. al Taubah[9]; 60:
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Artinya: Sesunggubnya akat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk bhatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berbutang, untuk jalan Allah
dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allab, dan Allah Mabha mengetabui lagi Maba Bijaksan.®® (QS. al
Taubah[9]; 60)

Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2011
191



TOLERANSI

Wedia Vmiak Romanibasé Umat Beragama

b. QS. al Taubah[9]; 103:

= n ;| l - Iz r_., -
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, deﬁgan gakat itu kamu
membersibkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah
Mabha mendengar lagi Maha Mengetabui.”” (QS. al Taubah[9]; 103)

QS. al Hajj[32]; 41:

Artinya:  (Yaitu) orang-orang yang jika kani tegubkan kedudukan mereka di
rnka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyurub
berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-
lah kembali segala urusan.® (QS. al Hajj[22]; 41)

Ketika Nabi tiba di Madinah, pasar Madinah ketika itu dimonopoli oleh
sistem kapitalisnya Yahudi, dimana arus keluar masuk pasar dikendalikan secara
strategis oleh mereka.

Rasulullah kemudian membangun pasar muslim melalui tangan
Abdurrahman bin ‘Auf ra, sahabat saudagar kaya yang menjadi salah satu pilar
ckonomi kaum muslimin. Rasulullah juga melakukan pengawasan (hisbah) pada
pasar dengan menunjuk penanggungjawab urusan tersebut kepada sahabat Said
bin Said Ibnul ‘Ash ra.

Nabi juga menerapkan harta ghanimah (rampasan perang) sebagai kekuatan
pendukung perekonomian pemerintahan dan perekomoinan masyarakat.
Demikian halnya dengan jigyab (upeti dari wilayah-wilayah yang mengikat
perlindungan dengan pemerintahan Nabi).

Secara keseluruhan harta-harta tersebut diklasifikasikan dalam Baitul Mal
secara terpisah. Seperti yang disebutkan oleh Sa’id Hawa dalam bukunya .4/
Islam, bahwa pemerintahan Islam memiliki pusat keuangan Negara yang
disimpan di Baitu/ Mal. yang dibagi kedalam tiga kalsifikasi;

a. Baitul Mal khusus menyimpan harta zakat
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b. Baitul Mal khusus sebagai hasil dari pemungutan jizyah dan kbaraj

c. Baitul Mal yang khusus menyimpan harta ghanimah dan rikaz

d. Baitul Mal yang khusus menyimpan barang-barang yang tidak diketahui
kepemilikannya®

5. Kebijakan dalam Perperangan

Nabi bertindak memimpin sejumlah peperangan secara langsung maupun
tidak langsung. Dalam hal ini seluruh peperangan diatur oleh Rasulullah sebagai
pemimpin tertinggi. Namun demikian, sebagiamana yang terjadi dalam beberapa
peperangan, seperti perang Badr, Khandak, dan lainnya, masukan-masukan
dari para sahabat juga diperhitungkan secara masak.

Al Bukhari menyebutkan dari sejumlah periwayatan seperti dari Zaid bin
Argam ra, Al Barra ra bahwa Nabi bertempur secara langsung sebanyak 19
kali. Pertempuran-pertempuran tersebut secara mayoritas dimenangkan oleh
Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya peran Nabi dalam mengatur,
menempatkan, dan melakukan strategi peperangan secara brilian™.

Secara umum, sejarah kemiliteran Nabi dapat dibagi kedalam empat periode,
yaitu:

a. Periode mobilisasi, yaitu dimulai dari sejak pengangkatan menjadi Nabi
sssssada periode ini Nabi membatasi diri dalam perang biasa, sambil
mengumpulkan tenaga dan kekuatan. Sementara periode defensive dimulai
sdengan pengiriman pasukan kecil untuk membela aqidah sampai kepada
penghancuran pasukan musuh dalam perang khandak di Mandinah. Dalam
periode ini, jumlah pasukan kaum muslimin bertambah dan semakin
terjaganya ‘agidah mereka dari rong-rongan.

b. Periode defensive, yaitu dimulai sdengan pengiriman pasukan kecil untuk
membela ‘agidah sampai kepada penghancuran pasukan musuh dalam
perang khandak di Madinah. Dalam periode ini, jumlah pasukan kaum
muslimin bertambah dan semakin terjaganya ‘agidab mereka dari rong-
rongan.

c. Periode ofensif, yaitu periode yang dimulai sejak dari perang Khandak
sampai usainya perang Hunain. Dengan selesainya periode ini, Islam telah
berkembang ke seluruh Jazirah Arab dan kaum muslimin tampil sebagai
kekuatan yang disegani.’!

d. Periode konsolidasi, yaitu periode yang dimulai dari saat selesainya perang
Hunain sampai wafatnya Nabi. Dengan selesainya periode ini, maka
kekuatan kaum muslimin telah menjadi sempurna dan mencakup seluruh
Jazirah Arab, serta bersiap-siap menyerbarkannya ke luar Jazirah Arab.*
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Disamping masalah perperangan, a/ siyasab al syar'iyah pada zaman Nabi
juga bisa terlihat pada kebijakan terhadap tawanan perang Badr. Dalam
perperangan tersebut pasukan Islam menang dengan membawa tujuh puluh
tawanan. Diantara mereka terdapat keluarga Nabi seperti Abbas, paman beliau
dan Aqil bin Abi Thalib saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Nabi kemudian
berkonsultasi dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka
dilepaskan saja dengan tebusan imbalan tunai yang bisa dimanfaatkan para
sahabat. Sedangkan Umar bin Khattab dengan nada tinggi berpendapat untuk
membunuh mereka sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan terhadap
orang-orang Islam di Mekah dahulu.*

Dari dua pendapat itu Nabi memilih pendapat pertama, yaitu membebaskan
tawanan perang dengan mengganti dengan tebusan sebagai imbalan atas diri
mereka. Namun kemudian turunlah QS. al Anfal[8]; 67, yang menyetujui
pendapat Umar bin Khattab.

- — ’ :: _...‘-" N — . (F. ...-q.l-"’": o ‘!‘" —_— -
A sy PN G AR - R Use ol (3 s L
B9 A5G e By ST A AT Gl
Artinya: Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat
melumpubkan musubnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah

sedangkan Allah menghendaki (pahala) akbirat (untukmn). dan Allab Maha Perkasa
lagi Maba Bijaksana. > (QS. al Anfal[8]; 67)

Ayat di atas secara tegas melarang mengambil tebusan dari tawanan perang
dan secara tidak langsung mendukung pendapat Umar. Para ulama tafsir
berpendapat bahwa kisah di atas merupakan asbab al nuzgel QS. al Anfal[8]; 67.%

Kesimpulan

Kebijakan Nabi dalam Piagam Madinah dipahami sebagai undang-undang yang

diletakkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan mengatur keadaan
suatu tatanan sosial masyarakat serta hubungan antar umat beragama. Dengan kata
lain, kebijakan Nabi di Madinah merupakan suatu keputusan pemerintah, baik
dalam bentuk kebijakan atau menjadi perundang-undangan.dalam rangka
menegakkan nash.

Kebijakan pada zaman Nabi, bisa dilihat pada periode Madinah. Proses hijrah

Nabi ke Madinah memunculkan suatu proses pembangunan sebuah sistem
pemerintahan baru dimana unsur-unsur negara modern (pendududuk, wilayah, dan

pemerintahan berdaulat/hukum) terpenuhi.
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Bentuk-bentuk kebijakan Nabi dapat dilihat dari segi kebijakan beliau

menelorkan Piagam Madinah, posisi sebagai Kepala Negara, menjadikan masjid
sebagai pusat pemerintahan, kebijakan tentang ekonomi, perang dan lain sebagainya.
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